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KELEMAHAN manusia hari 
ini adalah sulit mengakui kesalahan 

diri sendiri. Lebih banyak yang 
suka menutup-nutupi kesalahan. 
Terkadang sudah ketangkap 
tanganpun, masih saja bekela.

Manusia yang beriman, 
sesungguhnya adalah manusia 

yang berbesar hati mengakui secara 
terus terang telah berbuat kesalahan. Itulah yang 
dilakukan para sahabat Nabi yang harusnya menjadi 
contoh teladan kita.
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UIN Sumut Buka Suara
DUGAAN SIDANG PROMOSI DOKTOR TANPA NILAI

SOAL SYARAT CAPRES-CAWAPRES

MK Didesak Percepat 
Putus Uji Formil Baru

Warning’ Edy Rahmayadi untuk Kaum Milenial 

Bobby  Diminta 
Mundur dari 

PDIP
Jakarta, MIMBAR - Sekretaris Jenderal 

(Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto meminta 
Wali Kota Medan Bobby Nasution mundur 
dari partai setelah menyatakan sikap men-
dukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabum-
ing Raka di Pilpres 2024.

Ia mengatakan, Bobby telah diberikan 
waktu untuk mengembalikan kartu tanda 
anggota (KTA) PDIP.

"Itu sangat tegas sesuai dengan etika, kami 
minta untuk diberikan pengunduran diri," 
kata Hasto di Universitas Muhammadiyah 
Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis (9/11).

Hasto menyinggung etika dan tata krama 
politik. Menurutnya, 

GUBERNUR ke-18 Sumatera U tara 
( Sumut) Letjen TNI (Purn) Edy 

R ahmayadi mengingatkan generasi 
 milenial (termasuk generasi Z) tidak 

t erjebak paham individualisme dalam 
 memaknai semangat kepahlawanan. 
 Secara personal silahkan berlomba 
mengejar kompetensi diri maksimal, 

namun semua itu harus diarahkan dalam 
kebersamaan semangat kepahlawanan 

demi bangsa dan negara.
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Medan, MIMBAR - Tabir dugaan si-
dang promosi doktor tanpa nilai yang 
'menyengat' Universitas Islam Negeri 
(UIN) Sumatera Utara, perlahan-la-

han mulai terbuka. Ini setelah Dekan 
Fakultas Ushuluddin dan Studi Is-

lam UIN Sumatera Utara Medan Dr. 
Maraimbang Daulay, buka suara. 

Kemarin, Maraimbang 
Daulay datang ke Kantor 
Mimbar Umum didampingi 
wakilnya, Dr M Nuh Siregar 
dan Ketua Program Studi 
Doktor (S3) Akidah dan Fil-
safat Islam Dr Adenan MA. 

Maraimbang membantah 
ada mahasiswa Program 

Doktor pada Program Studi 
Akidah dan Filsafat Islam 
(AFI) Fakultas Ushuluddin 
dan Studi Islam (FUSI) UIN 
Sumatera Utara Medan, yang 
lulus Sidang Ujian Promosi 
Doktor tanpa nilai. 

LUAR NEGERI

Warga Palestina Diteror 
Pemukim Israel Pakai 

Boneka 'Darah' 
 Tepi Barat, MIMBAR - Pemukim Israel di 

wilayah Tepi Barat disebut menyebarkan selebaran 
berisi ancaman dan boneka berlumuran darah, dengan 
tujuan memperingatkan warga Palestina untuk pergi 
atau dibunuh di daerah itu.
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Jakarta, MIMBAR - Guru Besar 
Hukum Tata Negara Denny Indrayana 
meminta Mahkamah Konstitusi (MK) 
memproses lebih cepat uji formil 
 Putusan 90/PUU-XXI/2023 tentang 
syarat batas usia capres-cawapres.

Menurut Denny, uji formil harus 
segera disidang agar tidak terus 
t erbebani sebagai putusan yang lahir dari 
pelanggaran etik berat.

"Terhadap Putusan 90 yang sudah 
final and binding, agar tidak terus 
 terbebani sebagai putusan yang  lahir 
dari pelanggaran etik, maka kami 
 mengusulkan MK menyidangkan 

 permohonan atas UU Pemilu, terkait 
syarat umur," kata Denny dalam 
k eterangan tertulisnya, Kamis (9/11).

"Sehingga, kalaupun ada perubahan 
atas Putusan 90, dilakukan melalui 
Putusan MK sendiri, termasuk misalnya 
dengan mempertimbangkan dan memu-
tus permohonan uji formil atas Putusan 
90 yang saya dan Zainal Arifin Mochtar 
ajukan," imbuhnya.

Denny juga meminta MK agar 
 memutus lebih cepat gugatan tersebut. 

TERSERET KASUS GRATIFIKASI

Wamenkumham 
Ditetapkan Tersangka
Jakarta, MIMBAR - Wakil Menteri Hukum 

dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau 
Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka terkait 
dugaan suap dan gratifikasi. Demikian diutara-
kan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), Alexander Marwata.  

Dia menyebut surat penetapan sudah ditanda-
tangani sekitar dua pekan yang lalu. Ada empat 
orang tersangka termasuk Eddy Hiariej.

"Penetapan tersangka Wamenkumham, benar 
itu sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu 
yang lalu," kata dia, Kamis (9/11).

Alex mengatakan, empat tersangka yang 
sudah ditetapkan antara lain tiga orang penerima 
dan satu pemberi gratifikasi. 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyatakan seharusnya Wali Kota Medan Bobby Nasution mengun-
durkan diri secara resmi dari kader PDIP, setelah menyatakan dukungan ke bakal capres dan cawapres Prabowo-Gibran. Bersambung ke Hal 11

NETRALITAS JOKOWI DI PILPRES 2024 DISOAL

Pakar HTN: Butuh 
Pembuktian

Jakarta, MIMBAR - Ne-
tralitas Kepala Negara dalam 
menghadapi Pemilihan 
Umum (Pemilu) Serentak 
2024 masih perlu dibuktikan.

Pakar hukum tata negara 
Universitas Airlangga Sura-
baya, Mohammad Syaiful 
Aris menyebutkan, netralitas 
Presiden Joko Widodo harus 
dibarengi dengan perilaku 
untuk tidak cawe-cawe terha-

dap salah satu calon presiden 
dan wakil presiden 2024.

“Netral harus diwujudkan 
dalam sikap dan perilaku, 
termasuk tidak menggunakan 
kewenangan atau fasilitas 
pejabat untuk mendukung 
dan menguntungkan calon 
tertentu,” kata Syaiful dalam 
keterangan tertulisnya, 
Kamis (9/11).

Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua MK melalui rapat pleno yang dihadiri sem-
bilan hakim konstitusi untuk menggantikan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang diberhenti-
kan karena melakukan pelanggaran berat kode etik. (Foto Liputan6,com)

“Secanggih apa pun modernisasi, 
 ti ngginya ilmu pengetahuan dan teknologi, 
namun nilai-nilai kepahlawan tetap relevan. 
Generasi milenial memang harus lebih 
cerdas dan pintar, 
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Umar bin Khathab adalah sahabat yang d ikatakan oleh Rasu-
lullah SAW bahwa setan segan untuk m enggodanya. Ia seorang 
yang kuat, tegas, dan keras, tetapi ia tetap seorang manusia. Se-
waktu ia tersinggung oleh ucapan Abu Bakar, hatinya luka; ia 
pulang, dan Abu Bakar ditinggalkannya untuk menjaga agar luka 
hatinya tidak bertambah parah.

Abu Bakar menyesal atas kejadian itu. Akhirnya ia pergi ke ru-
mah Umar untuk meminta maaf. Ia tidak ingin perasaan buruk itu 
tetap menghantui perasaanya, sebab hati nurani itu selalu jujur; ia 
mengakui kesalahan dan kekeliruannya sekalipun lidahnya meng-
ingkarinya.

Abu Bakar menyesal atas kejadian itu. Akhirnya ia pergi ke ru-
mah Umar untuk meminta maaf. Ia tidak ingin perasaan buruk itu 
tetap menghantui perasaanya, sebab hati nurani itu selalu jujur; ia 
mengakui kesalahan dan kekeliruannya sekalipun lidahnya meng-
ingkarinya.

Abu Bakar lebih merasa tersiksa lagi hatinya, sebab ketika ia 
meminta maaf kepada Umar, ternyata Umar tidak mau memberi 
maaf kepadanya. Ia tidak kuat menahan kepedihan hatinya karena 
niat baiknya tidak diterima oleh Umar. Kemudian ia pun pergi 
menghadap Rasulullah SAW untuk meringankan beban hatinya.

Demikian juga dengan Umar, ia pun menyesal atas apa yang 
diperbuatannya, yakni menutup pintu waktu Abu Bakar datang 
meminta maaf. Maka dari itu, ia pergi ke rumah Abu Bakar, namun 
Abu Bakar tidak ada di rumahnya. Kemudian ia pergi ke rumah 
Rasullulah.

Di sana, kedua sahabat ini bertemu; di sana keduanya tidak 
menghitung-hitung jasa dan tidak pula membela diri supaya dia 
yang benar sementara yang lain salah. Justru yang terjadi seba-
liknya.

Abu Bakar berkata, "Aku yang lebih zalim, aku yang lebih 
zalim." (Diriwayatkan oleh Imam Bukhari).

Dengan demikian, suasana menjadi jernih kembali, mereka 
saling memaafkan. Dan nikmat persahabatan dan persaudaraan 
telah menghapus semua rasa kesumat dan kedengkian.

Hal itu terjadi berkat ketakwaan mereka yang mendorong un-
tuk kembali ke jalan yang aman, yang diridai oleh Allah. Sesung-
guhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa waswas 
dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka 
melihat kesalahan-kesalahannya. (QS Al-A'raf:201).(*)

Akuilah Kesalahan...
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namun jangan menjadi individualisme, melainkan 
tetap mengandalkan kebersamaan sebagai inti dari 
nilai kepahlawanan,” ujar mantan Pangkostrad 
TNI ini, Kamis (9/11).

Menyampaikan pandangan sehubungan Hari 
Pahlawan 10 November, jenderal asli anak Medan 
ini menegaskan nilai kepahlawanan itu tidak ter-
lepas dari nilai-nilai juang anak bangsa. 

“Nilai juang adalah cita-cita kita bersama den-
gan mengorbankan jiwa dan raga kita demi bang-
sa yang sama-sama kita cintai,” ujarnya.

Dia menggambarkan semua potensi dan ke-
canggihan anak muda dahulu selaku para pejuang 
bangsa secara individual masing-masing punya 
keunggulan yang hebat pada masanya, namun 
dalam memaknai perjuangan bangsa, semuanya 
melebur dan mereka satukan dalam sikap keber-
samaan, sehingga muncul cita-cita bersama untuk 
merdeka, maka merdeka lah bangsa ini.

“Republik ini adalah milik bersama dari 17.548 
pulau yang terdiri dari 824 etnis yang diikat oleh 
satu Bhinneka Tunggal Ika yaitu kita berbeda-be-

da tapi tetap satu juga. Inilah bangsa kita. Negara 
dan bangsa yang besar adalah yang menghargai 
para pejuang dan pahlawannya, yang membawa 
kemerdekaan RI dengan darah dan keringat yang 
mereka pertaruhkan untuk berdirinya negara ini,” 
tutur Edy.

Sekarang generasi penerus lanjutnya tugasnya 
adalah meneruskan perjuangan para pahlawan 
pendahulu. “Kalau tidak kita lakukan berarti kita 
adalah bangsa yang merugi. Yang penting difa-
hami generasi milenial adalah semuanya harus 
punya tujuan dan cita-cita bersama yakni Bersama 
membangun bangsa yang Merdeka ini, jangan in-
dividual. Begitu kita tidak bersatu maka Indonesia 
pun bubar,” tegasnya.

Edy Rahmayadi mengemukakan memaknai 
arti pahlawan harus dalam makna luas, tidak ter-
batas hanya ikut berperang memanggul senjata 
mengusir penjajah. Semua ada masanya. 

“Kalau dulu ada kewajiban untuk memerdeka-
kan negara maka anak bangsa bangkit bersama 
maka sekarang setelah merdeka banyak panggilan 
negara bagi generasi kini yang juga bisa menjadi 
pahlawan bangsa melalui ekonomi, pendidikan, 

jabatan-jabatan menjaga kehormatan bangsa, juga 
melalui olahraga maka semuanya disebut pahla-
wan,” tuturnya.

Edy Rahmayadi menegaskan menjadi pahla-
wan itu bukan merupakan hadiah melainkan ada-
lah pengakuan atau yang dinyatakan masyarakat 
kepada seseorang yang mengabdikan dirinya un-
tuk kepentingan bangsa dan negara.

“Jadi predikat pahlawan dinyatakan oleh raky-
at. Misalnya seorang yang berhasil menjadi juara 
dunia di olah raga, menaikkan bendera Merah 
Putih di kejuaran dunia maka dia iti adalah pahla-
wan bangsa. Ke depan, pahlawan tidak membu-
tuhkan penghargaan, melainkan pengakuan rakyat 
atas nilai juang murni demi negara yang dilakukan 
oleh seseorang anak bangsa.

Pada momentum hari pahlawan ini Edy Rah-
mayadi berpesan kepada semua pemuda agar 
terus kibarkan Bendera Merah Putih. 

“Dalam Merah Putih itu semua orang meng-
hormati bangsa Indonesia dengan empat kon-
sensus dasar dari para sesepuh yaitu Pancasila, 
UUD 1946, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI,” 
t egasnya.(A-05)

Jangan Terjebak...
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Dia mengusulkan putusan itu dikeluarkan se-
belum Senin depan (13/11) atau hari ditetapkan-
nya capres-cawapres peserta Pilpres 2024 oleh 
KPU.

"Tetap dengan menjaga proses yang inde-
penden dan akuntabel, kami mengusulkan MK 
memutus dengan cepat, lebih baik lagi jika sebe-
lum tanggal 13 November, batas akhir penetapan 
paslon Pilpres 2024," tuturnya.

"Putusan yang cepat itu diperlukan dilakukan 
MK, untuk menguatkan legitimasi Pendaftaran 
Paslon, dan Pilpres 2024 secara keseluruhan," 
sambungnya.

Uji formil atas putusan nomor 90 itu diajukan 
Denny bersama koleganya, pakar Hukum Tata 
Negara dari UGM Zainal Arifin Mochtar.

Dalam keterangan tertulis pada awal bulan ini, 
Denny dan Zainal menyatakan mereka menga-
jukan uji formil untuk memastikan koreksi yang 
mendasar atas Putusan 90 tersebut. Belakangan 
pada Selasa (7/11) lalu Majelis Kehormatan MK 
(MKMK) memutuskan hakim konstitusi Anwar 
Usman terbukti melanggar etik berat terkait konf-
lik kepentingan dalam putusan perkara 90 itu.

Putusan 90 itu menjadi jalan bagi anak Pres-

iden RI Joko Widodo (Jokowi), Wali Kota Solo 
Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 36 
maju Pilpres 2024 sebagai bacawapres mendamp-
ingi Prabowo Subianto. Meskipun Anwar Usman 
dinyatakan langgar etik berat, MKMK tak bisa 
menindaklanjuti perihal keabsahan putusan MK 
nomor 90 itu.

 HORMATI PUTUSAN MKMK
Dalam keterangannya pada Kamis ini, Denny 

mengaku menghormati putusan MKMK terkait 
laporan dugaan pelanggaran etik dan perilaku 
hakim. "Ini budaya hukum yang harus kita ban-
gun, tentu dengan tetap membuka ruang diskusi 
akademik yang bertanggung jawab, atas putusan 
MKMK tersebut," ucapnya.

Putusan MKMK menyatakan Anwar Usman 
terbukti melakukan pelanggaran etik berat. An-
war dijatuhi sanksi pencopotan jabatan dari Ketua 
MK.

Namun, dia menyayangkan Anwar masih be-
rada dalam jajaran hakim konstitusi. Denny pun 
mendorong agar Anwar Usman mundur.

"Terkait Putusan 90, MKMK menyatakan ada 
pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim 
Konstitusi Anwar Usman, karenanya kami men-
gusulkan, Anwar Usman berbesar hati untuk 

mengundurkan diri, agar tidak terus membebani 
Mahkamah Konstitusi," tegas Denny.

Berdasarkan pantauan wartawan pada laman 
MK per pukul 18.40 WIB, Kamis ini, belum ada 
jadwal sidang terkait uji formil yang diajukan 
Denny dan Zainal tersebut antara Jumat (10/11) 
hingga Rabu (15/11).

Jubir MK Fajar Laksono telah dihubungi untuk 
meminta tanggapan terkait permohonan itu, na-
mun dia belum juga merespons.

Sebelumnya, Anwar dinilai terlibat benturan 
kepentingan dalam memutus perkara 90 soal 
syarat usia minimal calon presiden dan wakil pres-
iden. Sebab, putusan itu membuat Gibran Raka-
buming Raka yang merupakan keponakan Anwar 
bisa melenggang di Pilpres 2024 meskipun belum 
memenuhi syarat usia minimal 40 tahun di UU 
Pemilu.

Lewat putusan perkara 90, mahkamah mem-
bolehkan seseorang berusia di bawah 40 tahun 
jadi capres atau cawapres selama berpengalaman 
jadi kepala daerah yang dipilih melalui pemilu.

Lewat putusan MKMK, selain diberhentikan 
sebagai Ketua MK, Anwar juga tidak berhak 
mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpi-
nan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim 
konstitusi berakhir.(cnni/js)

MK Didesak...
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"Demi Tuhan, kami akan segera menimpa 
kepala Anda dengan bencana besar. Anda memi-
liki kesempatan terakhir untuk melarikan diri ke 
Yordania dengan cara yang terorganisir," demiki-
an isi selebaran yang diedarkan di kota Salfit, Tepi 
Barat.

"Setelah itu, kami akan menghancurkan setiap 
musuh dan dengan paksa mengusir Anda dari 
tanah suci kami. Segera bawah tas Anda dan pergi 
ke mana pun Anda berasal. Kami akan datang," 
demikian dikutip Middle East Eye.

Selebaran itu juga memperingatkan tentang 
"Nakba besar" yang baru, merujuk pada peristiwa 
terusirnya 750 ribu warga Palestina dari tanah air 
mereka pada tahun 1948.

Di wilayah pendudukan Al-Ma'rajat dekat 
Jericho, boneka-boneka yang dilapisi cat merah 
terlihat seperti darah, diletakkan di pintu masuk 
sebuah sekolah demi menakut-nakuti anak Pales-
tina di sana.

Sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Ok-
tober lalu, para pemukim di Tepi Barat juga dis-
ebut kerap mengganggu dan menyerang warga 
Palestina setiap hari di bawah perlindungan ten-
tara Israel. Di kota Deir Istiya sebelah barat Salfit, 
para petani zaitun bahkan mengaku sudah terbiasa 
dengan serangan selama musim panen.

"Minggu ini saja, terjadi lebih dari 10 serangan 
terhadap petani, ancaman, teriakan, intimidasi, 
dan pengusiran terhadap petani dan lahannya," 
kata jurnalis lokal Abdel Qader Aql, kepada Mid-
dle East Eye.

"Karena ancaman ini, masyarakat harus datang 
ke tanah mereka secara berkelompok untuk saling 
melindungi," ujar dia.

Awal pekan ini, warga Palestina di Tepi Barat 
terusir dari rumah mereka sendiri, karena agresi 
Israel yang kian parah di wilayah tersebut.

Menurut laporan video CNN, warga Palestina 
di Kibbutz meninggalkan rumah mereka dan tak 
pernah kembali. "Pasukan pendudukan datang 
saat kami sedang tidur. Mereka memukuli kami 
dan mencoba untuk membunuh kami atau men-
coba untuk memaksa kami keluar dari rumah 
sendiri," kata salah satu warga Palestina dalam 
video yang dirilis pada Senin (6/11).

Banyak keluarga di Tepi Barat terpaksa menin-
ggalkan rumah mereka karena tak punya pilihan. 
(cnni/js)

Warga Palestina...
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"Mahasiswa yang bersangkutan (MH), telah 
menyelesaikan seluruh perkuliahannya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Maraimbang mengakui bahwasanya pernyat-
aan ketiga dosen, yakni Prof Dr Sukiman MSi dan 
Prof Dr Hasan Bakti Nasution MAg yang men-
gasuh Mata Kuliah Metode Penelitian pada Se-
mester Genap Tahun Akademik 2021/2022, serta 
Dr Arifinsyah MAg yang mengasuh Mata Kuliah 
Hermenetika pada Semester Ganjil Tahun Akade-
mik 2022/2023, yang belum memberikan Nilai 
pada masing- masing mata kuliah adalah benar, 
sampai pada saat berakhirnya perkuliahan pada 
semester tersebut.

Untuk penyelesaian kedua mata kuliah dimak-
sud, MH telah mengajukan surat Permohonan 
Perbaikan Nilai yang ditujukan kepada Ketua 
Prodi untuk mata kuliah Metode Penelitian, surat 
permohonan perbaikan nilai dari mahasiswa ter-
tanggal 18 Oktober 2022. 

Menindaklanjuti surat permohonan terse-
but, Ketua Program Studi Doktor (S3) Akidah 
dan Filsafat Islam, atas nama Dekan telah me-
nerbitkan surat Nomor: B- 3512A/USI.I/PP.III/
PP.00.21/11/2022, tanggal 01 November 2022, 
yang menetapkan penugasan Dosen Pengganti 
atas nama Prof Dr Katimin MAg dan Dr Syukri 
MA untuk penyelesaian perkuliahan mahasiswa 
yang bersangkutan pada mata kuliah dimaksud. 

"Atas penugasan tersebut, mahasiswa yang 
bersangkutan telah memenuhi tugas perkuliahan-
nya dan dinyatakan lulus dengan mendapat nilai 
A+ (96)," sebut Maraimbang. 

Sementara, untuk mata kuliah Hermeneutika, 
lanjutnya, surat permohonan perbaikan nilai dari 
MH tertanggal 15 Maret 2023, Ketua Prodi atas 
nama Dekan telah menerbitkan surat Nomor: 
B-28A/USI.I/PP.III/PP.00.14/03/2022, tanggal 
21 Maret 2023, dengan menetapkan penugasan 
Dosen Pengganti atas nama Dr Maraimbang MA 
dan Dr Abrar M Dawud Faza SFil MA, untuk pe-
nyelesaian perkuliahan mahasiswa yang bersang-
kutan pada mata kuliah dimaksud. Atas penugasan 
tersebut, mahasiswa yang bersangkutan telah me-
menuhi tugas perkuliahannya dan dinyatakan lu-
lus dengan mendapat nilai A-(87).

"Pergantian dosen tersebut memang ada diatur 
dalam SOP (Standar Operasional Prosedur), jadi 
memang tidak ada yang salah," sambung Maraim-
bang, sembari mengakui terjadi kesalahan pada 
operator yang mengupload nilai ke dalam Portal 
miliknya Dr Arifinsyah. 

Ia pun mengakui, Prof Dr Hasan Bakti Nasu-
tion dan Dr Arifinsyah dapat memahami dan 
menerima dengan baik bahwa proses perbaikan 
nilai tersebut dianggap selesai, saat Pimpinan UIN 
Sumatera Utara Medan telah mengadakan Rapat 
terbatas pada Kamis (2/11) lalu di Ruang Rapat 
Rektor. Pertemuan tersebut dihadiri Rektor, Wakil 
Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil 
Rektor IV, Dekan FUSI dan Wakil Dekan I FUSI. 

Pertemuan tersebut, lanjut Maraimbang, 
menindaklanjuti dugaan 'jual beli' nilai gelar dok-
tor kepada mahasiswa berinisial MH, yang dise-
but-sebut merupakan pimpinan salah satu organ-
isasi masyarakat di Sumatera Utara.  

 NILAI 'SILUMAN'

Seperti yang diberitakan sebelumnya, kabar 
mengejutkan ini telah beredar sudah seminggu 
terakhir. Ceritanya dimulai ketika beberapa maha-
siswa S3 Program Studi (Prodi) Akidah dan Filsa-
pat Islam (AFI) Fakultas Ushuluddin dan Sejarah 
Islam (FUSI) UIN Sumut, mempertanyakan MH 
yang tiba-tiba mengikuti sidang terbuka promosi 
doktor, beberapa minggu lalu. Padahal mereka tak 
pernah mendengar kalau MH, yang juga Ketua 
Organisasi Keagamaan itu, telah mengikuti Semi-
nar Proposal (Sempro) dan Seminar Hasil (Sem-
has).

“Ya, ada beberapa mahasiswa mempertanya-
kan kepada saya," kata Dr. Arifinsyah, MA, salah 
seorang dosen yang masuk dalam kelas MH, be-
berapa hari lalu di kantor Majelis Ulama Indone-
sia (MUI) Sumut. Lalu, Arifinsyah pun menjawab 
bahwa masalah ini akan didalaminya terlebih da-
hulu.

Menurut Arifinsyah yang mengampu mata 
kuliah Hermeneutika, dirinya tak mengenal MH. 
Bahkan, Arifinsyah mengaku tak pernah melihat 
MH mengikuti kuliah.

“Saya tak pernah menerima makalah dan tugas 
lainnya dari MH," tegas Arifinsyah.  

"Makanya, seingat saya, saya tak pernah 
memberikan nilai mata kuliah padanya," tambah 
 Arifinsyah, sembari berjanji akan mendalami 
masalah ini dan mencari bukti-bukti bahwa ia 
belum memberikan nilai. Sebagai informasi, saat 
ini Prodi tersebut dijabat Adenan dan Zulkar-
naen, sebagai Ketua dan Sekretaris, sejak Juli 
2023 lalu. Sedangkan sebelumnya Prodi dijabat 
Prof.   Katimin dan Dr. Abror M. Dawud Faza. 
(kla/A-10)

UIN Sumut...

Dari Halaman 1

Bobby mesti menunjukkan tanggung jawab 
sebagai ketua umum dari Barisan Pengusaha 
Pejuang yang mendukung Prabowo-Gibran.

"Silakan kalau memang sudah tidak cocok ya 
mundur. Itu kan sebagai solusi yang penuh dengan 
etika, yang penuh tata krama politik, dan ada sense 
of responsibility yang seharusnya ditunjukan oleh 
pemimpin," lanjutnya.

Hasto lantas mengungkit bagaimana PDIP 
selama ini telah memberikan keleluasaan dan 
kemudahan kepada Bobby. Ia mengatakan PDIP 
mencalonkan Bobby karena memiliki komitmen 

terhadap pemberantasan korupsi di Medan.
Bobby, kata Hasto, diusulkan meski PDIP kala 

itu punya calon petahana. Menurutnya, PDIP 
memberikan 'karpet merah' kepada menantu Pres-
iden Joko Widodo (Jokowi) itu. Ia pun menying-
gung sisi gelap kekuasaan. "Itulah watak-watak 
sisi gelap kekuasaan. Ketika loyalitas tidak lagi 
dianggap sebagai suatu nilai yang memperkokoh 
karakter seorang pemimpin," kata dia.

Hasto juga menyinggung sosok pemimpin 
yang tidak bisa dibilang berprestasi jika tidak 
mengambil jalan baik. Namun, ia tidak menyebut-
kan secara gamblang siapa yang dimaksud.

"Ketika hanya karena ambisi kekuasaan dan 

kemudian melibatkan diri dari berbagai manif-
estasi jabatan tiga periode, sebenarnya itu bukan 
pemimpin yang berprestasi," ujarnya.

Pada Rabu (8/11), Bobby memimpin deklar-
asi dukungan Barisan Pengusaha Pejuang untuk 
Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Bobby menje-
laskan dukungan yang diberikan Barisan Pengu-
saha Pejuang ini salah satunya dilandasi sosok 
Prabowo yang dinilai berjiwa ksatria dan berin-
tegritas selama berkarier.

Relawan Rumah Kolaborasi Bobby Nasution 
(RKBN) juga sebelumnya menyatakan dukungan 
buat Prabowo-Gibran. Bobby pun menegaskan 
mengikuti sikap relawan.(cnni/js) 

Bobby  Diminta...

Dari Halaman 1
Sebagai seorang kepala negara, kata Syaiful, Jokowi tidak bisa ber-

sikap seenaknya. Apalagi Indonesia menganut sistem presidensial, di 
mana ada dua jabatan melekat kepada Jokowi, yakni sebagai kepala 
negara dan kepala pemerintahan. “Sebagai kepala pemerintahan yang 
menjalankan fungsi eksekutif pemerintahan sehari-hari, sementara 
sebagai kepala negara perlu menjalankan fungsi simbol negara, ter-
masuk bersifat netral di dalamnya,” katanya.

Syaiful lantas  mengingatkan prinsip Pemilu "Luber", yakni lang-
sung, umum, bebas, dan rahasia.

”Asas penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam Pasal 22E UUD 
NRI, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta peri-
odik. Penyelenggaraan harus dilakukan oleh suatu sistem yang inde-
penden dan mandiri,” tutup Syaiful.

Netralitas sebelumnya ditekankan Presiden Jokowi dalam Rapat 
Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu bertajuk 'Mewujudkan 
Pemilu Berintegritas' yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan semua 
pihak untuk tidak mengintervensi jalannya Pemilu 2024.

"Jadi jangan ada yang coba-coba mengintervensi, karena jelas 
sangat-sangat sulit," kata Presiden Jokowi.(rm/js)

Pakar HTN...

Dari Halaman 1
"Empat orang tersangka, dari pihak penerima tiga, dan pemberi 

satu. Itu," kata Alex.
Wartawan telah menghubungi Eddy Hiariej melalui pesan What-

sApp dan sambungan telepon. Namun, nomor yang bersangkutan 
tidak bisa dihubungi.

Laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch 
(IPW) Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret lalu. Eddy di-
laporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi Rp7 miliar.

Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Eddy 
Hiariej berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan 
dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM 
oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemen-
kumham. Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK ka-
rena dinilai lambat memproses laporannya.

Terbaru, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan 
peningkatan status dilakukan usai melakukan gelar perkara dan me-
nyelesaikan proses penyelidikan. "Saat ini proses penyelidikan di KPK 
sudah selesai dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat 
yang diterima," kata Ali di Gedung KPK, Jakarta, Senin (6/11).  

 FAKTA-FAKTA
Laporan kasus itu dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch 

(IPW) Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret lalu. Eddy di-
laporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi Rp7 miliar.

Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Eddy 
Hiariej berinisial YAR dan YAM.

Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan 
pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Ad-
ministrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.

Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena 
dinilai lambat memproses laporannya.

"Sebagai pelapor dugaan korupsi oleh Wamenkumham Edward 
Omar Hiariej, laporan saya ke KPK tidak ada berita perkembangann-
ya. Saya mempertanyakan apakah KPK menyelidiki perkara tersebut, 
karena dari bukti-bukti yang kami ajukan, saya ajukan lengkap, belum 
ada klarifikasi kepada pihak yang bisa dimintai keterangan terhadap 
alat bukti tersebut," ujar Sugeng, Rabu (3/5).

Sementara itu, Eddy Hiariej enggan menanggapi secara serius ka-
rena menganggap pokok permasalahan adalah hubungan profesional 
antara YAR dan YAM sebagai advokat dengan klien Sugeng.

Di sisi lain, YAR alias Yogi Rukmana juga melaporkan balik Sug-
eng ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

 PASAL SUAP DAN GRATIFIKASI
KPK menggunakan pasal suap dan gratifikasi dalam mengusut 

perkara yang menyeret nama Eddy itu. "Oh double, ada pasal suap, 
ada pasal gratifikasinya," kata Direktur Penyidikan KPK, Brigjen 
Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (6/11).

Asep menjelaskan dalam pengusutan kasus korupsi, pasal suap 
bisa dikenakan ketika KPK menemukan adanya kesepakatan atau 
meeting of mind. Ia menyebut ketika kesepakatan belum ditemukan, 
KPK akan menggunakan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pi-
dana Korupsi yang mengatur soal gratifikasi. "Untuk mengakomodir 
ketika kita belum, meeting of mind-nya ketemu enggak? Itu kita guna-
kan pasal 12 B gratifikasi, jadi untuk mewadahi itu, karena ini banyak 
sekali, jadi kita pakai gratifikasi," ujarnya.

 
 TERSANGKA LEBIH DARI SATU

Asep mengatakan, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan 
(sprindik) kasus tersebut sedang diajukan untuk ditandatangani pimpi-
nan KPK. Ia menyebut tidak ada kendala dalam penanganannya.

"Sedang kita ajukan, berproses," kata Asep, Senin malam.
Ia mengatakan, tersangka kasus itu lebih dari satu orang. Dalam 

kasus suap, kata dia, paling tidak ada dua yang menjadi tersangka.
"Kalau suap itu, enggak mungkin sendiri. Ada pemberi, ada pen-

erima, paling tidak dua. Tapi di situ kan ada yang jadi perantara dan 
lain-lain," katanya.

Saat disinggung apakah salah satu tersangka adalah Eddy, Asep 
enggan menjawab. "Nanti diumumkannya. Ya nanti diumumkan itu 
pas di sini (ruang konferensi pers)," katanya.(cnni/js)

Wamenkumham Ditetapkan...


